PERATURAN DESA BATILAP
No 1 Tahun 2022

TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATILAP

Menimbang :

bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang
dalam berbagai bentuk, sehingga periu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil,
makmur, dan sejahtera;

bahwa desa memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan Kawasan
konservasi yang besar yang dapat memberikan penghasilan bagi warga masyarakat
desa;

bahwa desa memiliki kearifan lokal berupa penangkapan ikan menggunakan beje
yang merupakan tradisi turun temurun dan waijib dilestarikan

bahwa berdasarkan musyawarah dengan berbagai unsur masyarakat Desa Batilap
serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah dalam melestarikan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka pengelolaan perikanan perairan darat
Desa Batilap perlu dituangkan dalam suatu peraturan desa agar terwujudnya
masyarakat sadar lingkungan dan taat hukum.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢ dan d
maka periu ditetapkan suatu Peraturan Desa Batilap tentang Pengelolaan Perikanan
Perairan Darat.
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Undang - undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan Undang — Undang Pokok
Agrarnia ;

Undang - Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya;

Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 no 224, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5587 (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja) (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6573)

Undang - Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 No 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang no 45 tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5073)

Undang - Undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya lkan
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Peraturan Pemeriniah Nomor § Tahun 2021 tentang Penyeienggaraan Perizininan

Berbasis Resiko

Darntiisnn

34 famiares ndnm | lanha llI!:L Diann

NS
. Siawiaii PUlllelllllaOl I‘U l i Tauuu Zuci lOlllﬂlIs uoua Vodaiia iviiiin wooa

. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentana Penvelenggaraan, Perlindungan,

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tshun 2006 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisime Penyusunan Peraluran Desa

. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor (32 Tahun 2003 tentang Tatacara

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
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raturan Menteri Kelautan dan Perikanan l\eyuum\ indonesia Nomor 19/Permen-
KP/2020 tentanag Larangan Pemasukan, Pembudidayaan. Peredaran, dan
Pengeiuaran Jenis ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan ke Daiam dan Dari
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Pergub nomor 13 tahun 2008 tentang adat dan Hak-hak Adat dialas Tanah di Provinsi
Kalimanian Tengah
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
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Berdasarkan kesepakatan Bersama
Badan Pemusyawaratan Desa Balilap
Dengan
Kepala Desa Batilap
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Menetapkan: PERATURAN DESA BATILAP TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN
PERAIRAN DARAT

Pasal 1

Fenjeiasan umuim .
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{2)
)
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Desa Batilap, merupakan salah saty desa di Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Peraturan Desa yang disebut dalam aturan ini beriaku di wilayah Desa Batilap;
Peraturan Desa mengakomodir dan peraturan adat yang ada pada desa dan

peraturan perundangan yang berlaku

Sanksi dalam peraturan ini adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang
meiakukan peianggaran iernadap peraiuran ini.

Sanksi dalam aturan ini herupa sanksi hukum formal dan sanksi adat yang herlaku
di Desa Batilap

Sanksi Hukum Formal adalah sanksi yang bersumber kepada hukum positif

Sanksi Hukum Adat adaiah sanksi yang bersumber pada aturan adat yang beriaku

Peraturan Desza adalzh ssbuzh peraturan vang dibuat desz untuk meniaaz
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memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta mengatur sistem pemanfaatan
yang ani, berkeianjuian, dan ierpadu seria menyeiurun dengan memperiimbanakan
kebutshan generasi sekarang dan akan datang;



{9) Pernkanan adaiah semua kegiatan yang berhithungan dengan pengeiniaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,
pengoiahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan daiam sualu sislem
bisnis perikanan.

(10) ikan adaiah segaia jenis organisme yang seluruh atau sebagian darn sikius hidupnya
berada di dalam lingkungan perairan.

(11) Penangkapan ikan adalah kegialan uniuk memperoieh ikan di perairan yang lidak
dalam keadaan dibudidayakan dengan aiat atau cara apa pun, termasuk Kegiatan
yang menggunakan kapai untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengoiah, dan/atau mengawetkannya.

(12) Budidaya perikanan adalah kegiatan memelihara ikan dari selama satu atau
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(13) Pengolahan ikan adalah kegiatan memberikan nilai tambah pada hasil perikanan

{14) Pengeiviaan perikanan adalan semua upaya, (ENTMasuk pIoses yang (enntegrasi
dalam penagumpulan informasi. analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan
kepuiusan, aiokas! sumberdaya ikan, dan impiemeniasi seria penegakan Nukum darn
peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, vang dilakukan oleh
pemenntah atau otontas lain yang drarahkan untuk mencapat kelangsungan produks!
sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

(15) Konservasi Sumberdaya lkan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan
pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk
menjamin  keberadaan, kelersediaan, dan kesinambungannya dengan letap
memelinara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan.

(16) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya meiakukan penangkapan ikan.

{17} Juvenile merupakan ikan remaja yang beium memijah

(18) Ikan Invasif adalah ikan yang berasal dari luar wilayah yang berpotensi mengancam
Kebernanjuian NiGuD ikan iokai

(19) Zona konservasi adalah kawasan vyang diperuntukan untuk perlindungan,
pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya ikan

(20} Kawasan konservasi terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona

berkeianjuian.

} Zona inti adaiah kawasan yang dilarang disentuh, dimanfaatkan, kecuali untuk
pendidikan dan penelitian;

{22} Zona Pemaniaalan Terbaias adalah wilayahn di mana tingkat periindungan relatit
rendah, dibandingkan zona inti.

(23) Zona Penkanan Berkelanjutan merupakan suatu bagian dan kawasan yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar Kawasan konservasi
dengan ielap menjaga kelesiarian sumberdaya yang ada lermasuk perikanan.

{24) Beje adaiah sumur galian yang dibuat oieh masyarakat untuk tampungan air pada
musim kemarau dan sebagai perangkap ikan

{25} Pelacar adalah semacam paiil yang digunakan unluk mengalirkan air dan
mengarahkan ikan menuju kolam beie

(26) BUMDesa adalah badan hukum yang didirkan oleh desa guna mengeloia usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan
jasa pelayanan, darn/alau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejzhieraan masyarakat desa

(27) BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang sebagian atau seluruh
modainya dimiliki oich para Pemerintah Desa. Penyertaan saham Pemerintah Desa
di BUMDESMA berasal dari kekavaan desa melalui APBDesa vana dinamakan
investasi Permanen Pemerintahan Desa.
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{?8) KOPFRASI adaiah hadan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi,
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Pasal 2
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perairan darat yang termasuk dalam layah administrasi Desa Batilap
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BAB Il
PENGFELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT

Pasal 2

(1) Seiiap orang diarany memiiiki, menguasal, Mmembawa, danjaiau menguunakan diai
penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengaanaau dan merusak
keberianjutan sumberdaya ikan di wilayah pengeioiaan perikanan Perairan Darat Desa
Batilap.

(2) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang
dapat merugikan dan/alau membahayakan keleslarian sumberdaya ikan dan/alau
HngkuNgannya.

(3) Setiap orang dilarang meiakukan perbuaian yang mengakibaikan pencemaran
dan/atau kenisakan sumberdaya tkan dan/atau lingkungannya

(4) Setiap orang dilarang melepas liarkan ikan pemangsa atau ikan dari luar (/nvasif) yang
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seperti: ikan dalam karamba, beie atau kolam seienisnya sehingga merugikan nelayan
sekiiar,

{S) Setiap orang dilarang membudidayakan jenis ikan dengan menggunakan antibiiotik
atau bahan Kimia lain nya yang dilarang oleh pemerintah atau peraturan.

(B} Setiap orang dalam melakukan pengolahan hasil perikanan dilarang menggunakan
bahan pengawet atau bahan kima yang membahayakan Kesehatan.

Pasai 4

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan dengan ukuran Juvenile atau belum cukup
UITiUT {angnao

(2) Sefiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan

(3) Keberlanjutan perikanan beje menjadi tanggung jawab scluruh masyarakat Desa
Baitilap
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BAB iV

KEPEMILIKAN L AHAN
Pasal 5

Setiap izhan beje yang dikelola dan atau dimiliki oleh masyarakat setempat wajib

e e SIS U8 SN ¢ uORsE

memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang dikeluarkan oleh Damang

Aedaimandgain Dusuin miir

Sebhelum diterbitkan SKTA oleh Damang, harus ada surat pengantar atau formulir

yang disahkan clch Mantir Desa Batilap

Bukti kepemilikan lahan beje mengikuti persyaratan yang diakui oleh peraturan adat

Kedamangan Dusun Hilir

Bagi warga yang memiliki hak milik terhadap iahan,

SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Surat Keierangan 1anan Adat dapat dimilini S&Cara KEIOMDOK alau Derorangan

Surat Keterangan Tanah dibuat atas nama perorangan

Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) dan Surat Keterangan Tanah (SKT)

mencakup seluruh kekayaan alam di dalamnya seperti Rotan, Beje, Karet, Kayu,

sungai buatan dan iain lain yang berada daiam Surat Keterangan Tanah terdaftar

Surat Keterangan Tanah (SKT) dapat dibuat dengan keiengkapan dokumen
bagai berikut :

.

apat meianjutican membuat

a. Dokumeniasi Tanaiv/Lahan yang {eiah disahikan dalam SKTA

b, Ukuran luasan lahan yang telah disahkan dalam SKTA

C. Jenis pemanfaatan kekayaan alam d! dalam lahan yang telah disahkan dalam
SKTA

d. Koordinat lahan dicantumkan dalam SKTA

e. Bernta Acara Pengukuran atau eksekusi tanah

Pendaflaran lahan uniuk dibuatkan SKT, hanya beriaku bagi lahan yang bersiatus

hak milik

(10) Biaya Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) diatur daiam PERDES
(11) Biaya Pembuatan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) berdasarkan kesepakatan

adal Kedamangan Dusun Hilir

2aBY
KEPEMILIKAN LAHAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 6

{1} Setiap Iahan yang telah dibuat Surat Kelerangan Tanah {SKT)} merupakan lahan yang
sah secara hukum

\

{2} Setiap iahan yang telah dibuat Surat Keteran
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lahan yang dapat diakui dalam hukum forma
(3) Masyarakat seiain pemiiik iahan terdafiar, dilarang membuat beie di iokasi iahan
tersebut, kecuali seizin pemilik lahan terdaftar



Pasat 13
{1) Desa waiib membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (FOKMASWAS) Perikanan
(2) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan membantu dalam
mengawas! pengelolaan penkanan dan mencegah dan ilegal fishing.
{3) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Perikanan juga melakukan
pencegahan, pengawasan dan pelaporan pencurian ikan dari Kawasan Desa Batilap
{4) Masyarakat wajih meiaporkan kepada POKMASWAS Perikanan apahiia mengetah
adanya kegiatan illegal fishing dan pencurian ikan di wilayah Desa Batilap

{5} Apabila {erkail dengan ranah hukum, PCOCKMASWAS Perikanan mesiaporkan kepada
pihak vana berwenang
BAB VI
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 14
{1) Dilakukan musyawarah di tingkat desa dipimpin oleh Kepala Desa Batilap, Mantir Adat

Desa Batilap dan Damang Kecamatan Dusun Hilir
{Z) Menguiamakan azas kesepakaian, perdamaian dan muiakai daiam menyeiesaikan
sengketa
(3) Diberlakukannya sanksi Adat dan hukum formal

BAB Vil
SANKS! TERHADAP PELANGCGARAN

Pasai 15

(1) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,
dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestanan
sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya mengikuti perundang-undangan yang
beriaku

{2} Memasukan ikan invasif mengikuft peraturan penindang-undangan yang beriaku

(3) Membangun beje di atas lahan orang lain, besaran dendanya disepakati oleh pemilik
lahan {erdaflar dengan perselujuan Maniir Adatl Desa Baiilap, Kepala Desa Batilap
dan Damang Kecamatan Dusun Hilir

{4) Meiakukan penangkapan tkan di beje orang lain saat kemarau dan mendekati masa
panen diberikan denda sebesar besarnya sesuai dengan kerugian

(5) Memungul kekayaan alam di lahan orang lain diberikan denda sebesar besarnya
sesuat dengan kerugian

(6) Melakukan penangkapan ikan di Zona Inti Konservasi diberikan denda sesuai dengan
peraturan yang bernaku

(7) Menijual ikan di luar Koperasi, BUMDesa dan/atau BUMDESMA, dikeluarkan hak nya
sebagai anggota keiompok

(8) Nelayan yang bukan anggota kelompok nelayan dan/atau pengolahan ikan belum bisa
mendapatkan pelayanan, bantuan dan sebagainya
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Program pelatinan, pemberian bantuan dan iainnya disalurkan meiaiti kelompok

nelayan Kelompok pembudidaya pengolah perikanan dan/atau Kelompok Pengelola

(8) Kelompok nelayan bekerja sama dengan Koperasi atau BUMDes atau BUMDesMa
atau lembaga pemasaran yang telah diakui oleh desa.

{8) Anggota kelompok nelayan wajib menjual hasil panen melalui lembaga pemasaran

yang disahkan oieh Kepaia Desa Batilap

{10} Dalam satu kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya pengoiah perikanan
dan/atau Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi wajib bekerjasama dalam
mengoblimaikain Kegialan DIoduksi ikan daivatau hasii pengolanan iKan.

(11) Antar anggota kelompok wajib saling menjaga keamanan, ketertiban, dan

keberlangsungan pengelolaan beje.

Pasai 10
1) Dilarang menangkap ikan Tangkalusa atau Arwana tanpa melalui rapat atau
kesepakatan bersama
2) Setiap warga masyarakat pengelola danau reservat/ danau lindung adat wajib
membentuk kelompok pengelola dan pemanfaatan (KPP) untuk ketertiban administrasi

guna memudahakan pelayanan dan pembinaan baik dari Pemerintah Daerah maupun

........

Pasal 11

(1) Desa waijib memiliki daftar nama kelompok nelayan, Kelompok Pembudidaya
pengolah ikan dan Kelompok Pengelola Kawasan Konservast.

{2) Desa wajib memiliki Koperasi dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa

(3) Desa wajib membina dan mengawasi kegialan alau operasional dari Koperasi
dan/atau BUMDes dan/aian BUMDesMa

Pasal 12

(1) Lembaga yang terkait dengan pemasaran ikan {Koperasi, BUMDes atau BUMDesMa)
wajib menyediakan tempal penampungan ikan semenlara sesuai dengan jenis ikan.

{2} Koperas: dan/atan BiiMDes dan/atan BUMDesMa wajib memiliki data keiompok:

nama nelayan, lokasi beje dan pemilik beje

Nama kelompok nelayan lainnya dan anggolanya

Nama kelompok pembudidaya dan anggotanya

Nama keiompok pengoiah ikan dan anggotanya

Nama Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi dan Anggotanya

(3) Koperaan dan/atau BUMDes dan/atau BUMDesMa wajib mencalat data perikanan dari
masing-masing kelompok yang terdiri dari:
a. Produksi perikanan berdasarkan jenis ju h n ukuran ikan

5. Produksi perikanan jenis olahan dan sumbe
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{4) Masyarakat seiain pemiiik iahan terdafiar, dilarang melakukan aktivitas di wilayah
lahan yang dapat mengganggu kegiatan beje, kecuali seizin pemilik lahan terdaftar

{5) Masyarakat selain pemilik lahan {erdaiiar, dilarang MEIaRURan PeNandgrapan ikan ai
area bheie saat musim kemarau dan atau di saat mendekati masa panen beje, kecuali
seizin pemilik lahan terdaftar

{8) Masyarakat selain pemilik lahan terdaftar, dilarang melakukan pengambilan semua

sumberdaya alam di atas iahan terdafiar ianpa izin pemilik iahan terdaftar

BAB VI
KONSERVASI PERAIRAN DARAT

Pacal 8

(1) Desa waiib menvediakan wilavah konservasi perikanan seluas minimal 10 % dari
wiiayah perairan darat yang dimanfaaikan oieh masyarakai

(2) Zona Inti dalam wilayah konservasi minima! 20 % dari luas wilayah konservasi

(3) Masyarakal dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Konservasi inti

{4) Wilayah konservasi ditandai dengan tittk koordinat yang jelas dan ditandai dengan
papan pemberitahuan lokasi konservasi di setiap sisi zona konservasi.

(5} Wilayah Konservasi yang dimaksud pada Ayat (1) adalah Danau Baleken

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pzasz! ©

(1) Sefiap warga masyarakat selaku pemilik/pengelola Beje wajib membentuk kelompok
nelayan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan pembinaan
baik dari Pemeriniah, Pihak Swasia dan Lembaga Non Pemeriniah (Non
Government Organization)

{2} Kelompok nelayan dapat dibentuk berdasarkan hamparan untuk memudahkan
keriasama dalam pengeloiaan beije.

(3) Seiiap warga yang memiiiki usaha pengoianan ikan wajib membeniuk keiompok
pengolah ikan untuk ketertiban administrasi guna memudahkan pelayanan dan
pembinaan baik dari Pemerintah, Pihak Swasta dan Lembaga Non Pemerintah
(NGO}

(4) Setiap warga yang memiliki usaha atau kegiatan budidaya ikan wajib membentuk
kelompok budidaya

(5) Pembentukan kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya, pengolah perikanan
dan/atau Keiompok Pengeioia Kawasan Konservasi harus sesuai dengan peraiuran
perundangan yang berlaku

(6) Kelompok nelayan, Kelompok pembudidaya, pengolah perikanan dan/atau
Kelompok Pengelola Kawasan Konservasi, wajib melaporkan dan mendafiarkan
kelompoknya kepada dinas terkait setelah diberikan SK oleh Kepala Desa Batilap



BAB IX
PENUTUP

Fasai 16

(1) Hal-ha! yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai Pengelolaan

Perikanan Perairan Darat, akan diatur lebih lanjuydengan keputusan Desa lewat
musyawarah desa/Lembaga

(2} Peraturan Desa ini muiai diberiakukan sejak tanggal diundangkan agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengguna Peraturan Desa ini dengan
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Dilelapkan di Desa Balilap,
Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Seiatan, Provinsi Kalimantan Tengah

Tiga Puluh November Tahun 2022

Kepala Desa Ratilap

{Budia¥Nor)

Diselujui Oleh

{Zulkamain Siregar) {Jumadi)



BERITA ACARA

Pada hari Rabu, Tanggai 30 November 2022, bertempat di Balai Desa Batilap Kecamatan
Busun Hilir Kabupaten Barito Selatan, telah disepakati Peraturan Desa Batilap Tentang
Pengelolaan Perikanan Perairan Darat. Kescpakatan ini dihadiri olch pihak-pihak terkait
sebagaimana terlampir dalam daftar hadir pertemuan.

Pihak-Pihak Terkalt Bersepakat Diwakili Oleh:

Kepala Desa Batilap Wakil Ketua BPD Desa Mantir Desa Batilap,
L= Batilap
g " 1
{ SARIMAN ) { JUMADI )
rasilitator Desa Batiiap Perwakiian iokoh Kelompok Nelayan
Masyarakat ‘Karya Bersama’ Desa Batilap

g -

{ murpiant) { MUHRAN ) { RAHMAT) ~

—

Mengetahui:

Uinas Keiahanan Pangan, Perianian
dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan,
Pengelola Produkyi Perikanan Tangkap,

Uinas Sosiai, Pemberdayaan iiasyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Selatan
alis Kebijakan,

.
‘

{ SAHANDRJANTO, 5.Pi) { MARIA ULFAH, S.1P, M.IP)
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